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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG
DATA POKOK PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola

sistem pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan perlu mengembangkan dan melaksanakan
sistem informasi pendidikan nasional yang memuat basis
data pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;

bahwa untuk mewujudkan basis data pendidikan yang
relasional sehingga mampu menghasilkan data untuk tiap
entitas pendidikan, serta menampung dan
mengintegrasikan semua data yang dihasilkan dari
kegiatan pengumpulan data, perlu menetapkan data
pokok pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Data Pokok
Pendidikan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P
Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG DATA POKOK PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Data adalah kumpulan fakta yang berhubungan dengan
pendidikan dan  dimanfaatkan untuk kebutuhan
manajemen pembangunan pendidikan.

Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat
Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat
data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.

Informasi adalah data pendidikan dan kebudayaan yang
sudah diolah untuk tujuan tertentu.

Entitas Data adalah objek data pendidikan yang meliputi
satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan,
peserta didik dan substansi pendidikan.

Pendidik adalah guru dan pendidik lainnya pada satuan
pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan

yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
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10.

11.

(1)

(2)

(1)

(2)

nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,
yang selanjutnya disingkat PDSPK adalah unsur
pendukung tugas Kementerian di bidang data dan statistik

pendidikan dan kebudayaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta
tata kelola data pendidikan yang terpadu dan
menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi
kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan
lainnya.

Mendukung peningkatan efisiensi, efektif, dan sinergi
kegiatan pengumpulan data pokok yang terintegrasi dalam
satu sistem pendataan untuk digunakan oleh Kementerian

dan seluruh pemangku kepentingan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penataan  pelaksanaan pendataan di lingkungan
Kementerian dilaksanakan melalui satu pintu terintegrasi
dalam satu sistem pendataan Dapodik yang di kelola
dengan memenuhi kaidah tata kelola sistem informasi
basis data terintegrasi.

Basis data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penyimpanan entitas data yang mencatat
keterhubungan antar entitas data, dengan menjaga

kelengkapan dan kebenaran data, sehingga informasi
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hubungan antar entitas data dapat dihasilkan dari
pengolahan data secara langsung tanpa melakukan

pemadanan/pemetaan antar entitas data secara manual.

Pasal 4
Data satuan pendidikan, data pendidik dan tenaga
kependidikan, dan data peserta didik merupakan data
yang bersifat individual, relasional dan longitudinal.
Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan data yang mendeskripsikan masing-masing
entitas pendidikan secara rinci.
Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan data yang saling mengaitkan antar entitas
pendidikan.
Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan data yang dikumpulkan dari pendeskripsian
atau pencatatan berulang atas entitas pendidikan yang

sama dalam periode semester tahun ajaran yang berbeda.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 5

Untuk menjamin tersedianya data dan  statistik
pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat,
Kementerian melaksanakan kegiatan pendataan melalui
Dapodik.
Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah.



